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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan 

bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal 

tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan 

publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan 

dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, 

penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun 

permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan 

sebagai pengguna layanan. 

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Maka dengan ini kami 

mengadakan dengan menggunakan metode Focus Group Disscusion (FGD). Berkaitan 

dengan hal tersebut, FGD penting untuk diselenggarakan pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. 



2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1) Meninjau dan memperkuat kebijakan; 

2) Mendapatkan saran dan masukan dari perangkat daerah terkait pengarusutamaan 

gender; 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Memperoleh wawasan lebih mendalam, merumuskan solusi terkait isu gender dalam 

kebijakan dan program pembangunan. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif; 

b) Perumusan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran; 

c) Membangun komitmen internal; 

d) Memperkaya data dan informasi mengenai Pengarusutamaan Gender; 

e) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

3) Publik 

a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; 

b) Mendorong partisipasi publik yang seimbang; 

c) Membangun pemahaman bersama; 

 

3. Ruang Lingkup 

a) Identifikasi isu gender; 

b) Perencanaan dan penganggaran responsif gender; 

c) Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; 

d) Kebijakan lain terkait pengarusutamaan gender. 

 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari : Kamis  

Tanggal : 13 November 2025 

b. Tempat Pelaksanaan 

Restaurant Five Cafe Samarinda (Five Premiere Hotel Samarinda) 

 

 

 



2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

b. Peserta FKP 

a) Kepala Dinas 

b) Sekretaris 

c) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan 

d) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

e) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 

f) Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak 

g) Kepala UPTD PPA Kota Samarinda 

h) Forum Anak Kota Samarinda 

i) Jabatan Fungsional 

j) Staf Perencanaan 

k) Undangan (terlampir) 



3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). 

 

 

4. Susunan Acara FKP 
 

Jam Kegiatan Pelaksana 

08.30 s.d 09.00 Registrasi Panitia 

 Pembukaan Dipandu MC 

09.00 s.d 09.10 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya  

09.11 s.d 09.15 2. Pembacaan Doa  

09.15 s.d 09.30 3. Sambutan dan Pembukaan Dr. Ibnu Araby, 
MM.Pd (Kepala 
Dinas P2PA Kota 
Samarinda) 

 DISKUSI PANEL Veronica Hinum, 
S.KM.,MM 
(Moderator: 
DP2PA Kota 
Samarinda) 

09.30 s.d 10.15 Pemaparan I : 
“Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Kota Samarinda 

Nanang 
Supratman, 
S.Pdi.,M.Pd 
(Narasumber : 
DP2PA Kota 
Samarinda) 

10.15 s.d 11.30 Pemaparan II : 

“Pengarah Implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG)” 

 

Daniel Sya’ban, 
ST (Narasumber : 
Inspektorat Daerah 
Kota Samarinda) 

11.30 s.d 11.55 Diskusi/Tanya Jawab Veronica Hinum, 

S.KM.,MM 

(Moderator: 

DP2PA Kota 

Samarinda) 

11.55 s.d 12.00 Penutup  

 

C. HASIL PELAKSANAAN FGD 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dibahas saat FGD adalah mengenai penerapan PPRG dan ARG, 

analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, 

seperti KAK, DPA-SKPD, Dokumen-dokumen pengadaan dan laporan 

pertanggungjawaban hasil pembangunan. 

 

 



 

 

2. Analisis 

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan dari peserta FGD, maka Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melakukan perbaikan 

dengan cara : meningkatkan kinerja PUG dan Focal point terutama dalam melakukan 

perencanaan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

3. Rencana Aksi 

Rencana Aksi yang dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut adalah : 

1. Menyusun kebijakan data terpilah; 

2. Menyusun analisa gender secara komprehensif yang lebih berkualitas, dan tepat waktu, 

apabila dibutuhkan dapat menggunakan Tenaga Ahli/Tim Teknis; 

3. Analisa Gender dapat dijadikan dasar dalam penetapan Rekomendasi Rencana Aksi dan 

terget kinerja yang responsif gender dalam Rencana Aksi Daerah (RANDA) 

Pengarusutamaan Gender terhadap program-program prioritas pembangunan daerah; 

4. Menjadikan RANDA sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan; 

5. Analisa gender di integrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 

6. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah selaku anggota Pokja PUG dalam 

Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statemen (GBS); 

7. Meningkatkan kualitas GBS terhadap analisa situasi yang relevan 

8. Melaksanakan pemantauan dana evaluasi atas pelaksanaan program responsif gender 

sesuai dengan rencana kerja PUG. 

 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FGD terkait Pengarusutamaan Gender: Refleksi dan 

Pembelajaran Evaluasi PUG dari Fasilitasi ke Pengawasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk : 

1) Segera menindaklanjuti hasil rencana aksi dari FGD. 

2) Dengan adanya FGD ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas dan kinerja baik dalam pengawasan maupun pembinaan di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. 






















